
     

WALIKOTA PADANG PANJANG 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

 

 
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG 

NOMOR 23 TAHUN 2017 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 7 

TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

WALIKOTA PADANG PANJANG 
 

Menimbang  : a. bahwa untuk memotivasi semangat kerja bagi PNS yang baru 

pindah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang 
khususnya yang menduduki jabatan struktural, maka dalam 

rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan 
memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, perlu 
dilakukan perubahan atas Pedoman Pemberian Tambahan 

Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil; 
   

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang 
Panjang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang 

Panjang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian 
Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. 

 
Mengingat 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

: 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah 
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 962); 
 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4060);  

 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);  

 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);     
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4400);  

 
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438);; 
 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494);   

 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4090); 
 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah  terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 
 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi 
Pejabat/Pegawai Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
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Menetapkan 
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14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 
tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat 

Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 
 

15. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden 
Nomor 72 Tahun 2004; 

 
16. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 
Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 

Nomor 8 Seri E.2). 
 

 

MEMUTUSKAN : 
 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 7 TAHUN 
2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN 

PENGHASILAN   BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG. 
 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tambahan 
Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 
2008 Nomor 8 Seri E.2), diubah sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi 
sebagai berikut : 

 
Pasal 12 

 

Tambahan penghasilan bagi PNS dibayarkan dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
a. tambahan penghasilan bagi PNS dibayarkan sebulan sekali 

pada akhir bulan; 
b. perhitungan pembayaran berdasarkan kehadiran antara 

tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berkenaan 
berpedoman kepada Peraturan Walikota tentang Pembinaan 
Disiplin Jam Kerja dalam Kaitan Tambahan Penghasilan 

PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang; 
c. tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNS yang : 

1. menjalani cuti besar atau cuti diluar tanggungan 
negara; 

2. pindah tugas keluar Kota Padang Panjang; 

3. menjalani tugas belajar;  
4. mengambil masa persiapan pensiun. 

d. PNS yang tidak masuk kantor dengan alasan sakit (yang 

dibuktikan dengan surat keterangan dokter) tambahan 
penghasilannya masih dapat dibayarkan selama 3 (tiga) 

bulan. 



- 4 - 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
e. PNS yang pindah ke luar Kota Padang Panjang sesudah 

tanggal 1 pembayaran tambahan penghasilannya tidak 
dibayarkan lagi untuk bulan berikutnya; 

f. Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS dilakukan dengan 
mekanisme Pembayaran Langsung;  

g. Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS dikenakan Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku 
untuk PNS Golongan III/a keatas; 

h. Bagi PNS yang pindah ke OPD lain (mutasi) di Lingkungan 

Pemerintah Kota Padang Panjang terhitung dari tanggal 1 
s/d 20 bulan berkenaan pembayaran tambahan 

penghasilannya dibayarkan pada OPD yang baru sedangkan 
pindah OPD (mutasi) terhitung dari tanggal 21 s/d 31 bulan 
berkenaan pembayaran tambahan penghasilannya 

dibayarkan pada OPD yang lama.     
 

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi 

sebagai berikut : 
 

Pasal 13 
 
PNS yang diberhentikan dari jabatan struktural tidak diberikan 

tambahan penghasilan sampai yang bersangkutan 
ditugaskan/ditempatkan pada Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Kota Padang Panjang atas persetujuan Walikota. 
 
 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada  tanggal ditetapkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Padang Panjang. 
 

Ditetapkan di Padang  Panjang 
pada tanggal  28 Juli 2017 

                  
    
 

 
 
 

 

WALIKOTA PADANG PANJANG, 
 

dto 
 

HENDRI ARNIS 

     
 

 

 
WALIKOTA PADANG PANJANG, 

 
 
 

SUIR SYAM 
 

Diundangkan di Padang Panjang 
pada tanggal      28 Juli 2017 
 

Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, 
 

dto 
 

INDRA GUSNADY 

 
BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017 NOMOR 23        
 


	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,



